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ABU GHIFAR (B111 08 507), “Penyelundupan Imigran Oleh Warga 
Negara Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Palermo Tahun 2000 Dan 
Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2004”. Di Bawah Bimbingan 
Alma Manuputty Selaku Pembimbing I dan Iin Karita Sakharina 
Selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dari 
konvensi palermo, protokol penyelundupan migran, dan peraturan 
nasional terhadap penyelundupan yang dilakukan oleh warga negara 
Indonesia, serta upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia 
dalam mencegah dan menanggulangi penyelundupan imigran ilegal oleh 
warga negaranya. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa, dan Kabupaten 
Pangkep, khususnya di Kantor Dinas Imigrasi dan Kantor Kepolisian 
Daerah Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar, Kantor Polres Gowa, 
dan Kantor Polres Pangkep. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung ke 
lapangan untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dan studi 
dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik 
kualitatif kemudian disajikan secara  deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
erat kaitannya dengan penelitian ini. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pengaturan hukum 
dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009  tentang Ratifikasi 
Konvensi Palermo dan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2009 tentang 
Ratifikasi Protokol Migran, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Keimigrasian dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-
1489.UM.08.05 TAHUN 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, yang 
dijadikan dasar bagi pihak Kepolisian Perairan, TNI Angkatan Laut, dan 
Dinas Imigrasi di setiap daerah di Indonesia, guna memproses para 
penyelundup imigran ilegal yang dilakukan oleh warganegara Indonesia. 
(2) Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam 
mencegah dan menanggulangi penyelundupan imigran ilegal oleh warga 
negaranya yakni patroli lintas laut harus digalakkan. Selain itu, 
mengadakan sosialisasi mengenai penanganan imigran illegal di daerah 
pesisir pantai, khususnya kepada para nelayan. Kemudian juga 
pengawasan dan penjagaan harus lebih di perketat.  
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A. Latar Belakang Masalah  
Globalisasi dibarengi dengan kemajuan teknologi, perkembangan 
teknologi informasi dan transportasi kian meningkat sehingga membuat 
batas-batas antar negara tidak menjadi kendala untuk dilalui, bahkan jalur 
lalu lintas antar negarapun semakin mudah untuk diakses. Semakin 
terbuka lebarnya jalan lalu lintas antar negara pada era globalisasi ini 
menyebabkan meningkatnya pula mobilitas barang dan manusia antar 
satu negara ke negara lain.1 
Fenomena migrasi bukanlah sesuatu hal yang baru. Selama 
berabad-abad, manusia telah melakukan perjalanan untuk berpindah 
mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang lain. Dalam beberapa 
dekade terakhir ini, proses globalisasi telah meningkatkan faktor yang 
mendorong para imigran untuk mencari peruntungan di luar negeri. Pada 
tanggal 12 Januari 2009 Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB 
Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi Tahun 2000 
(yang selanjutnya di sebut Konvensi Palermo Tahun 2000) melalui 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, dan di tahun yang sama pula 
tepatnya pada tanggal 16 Maret Indonesia juga turut meratifikasi Protokol 
Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara Tahun 
                                                             
1
 Lihat www.bphn.go.id/data/documents/09uu015.doc di akses pada hari Rabu, 6 
Nopember 2013, Pukul 15:00 WITA. 
2 
2004 (yang selanjutnya di sebut Protokol Penyelundupan Migran Tahun 
2004) melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009.2 
Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi 
yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional. Kejahatan 
transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang 
terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi 
juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang  
bentuk negaranya adalah kepuluan3 secara geografis memiliki banyak 
pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, 
Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan 
merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas 
dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya 
berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional.4 
Kejahatan transnasional di negeri ini juga dapat terjadi karena 
jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar. Dari tahun ketahun 
imgran gelap dan penyelundupan orang ke Indonensia dan transit melalui 
Indonesia semakin meningkat. Hal ini terbukti dari fakta yang diperoleh 
menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, cara-cara ilegal justru lebih 
menjadi pilihan dalam proses migrasi. Laporan dari Bureau of Public 
Affairs, US Department of State pada bulan Juni 2003 memaparkan 




 Lihat lebih lanjut dalam T. May Rudy, Hukum Internasional 2, Cetakan Ketiga 
(Bandung: PT. Refika Aditama, 2009). Hlm. 5 
4
 Sam Fernando, Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam 
Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia. (Malang: Jurnal Pascasarjana 
Universitas Brawijaya, 2013). Hlm 2 
3 
bahwa tiap tahun sekitar 800.000 – 900.000 orang telah diselundupkan 
dengan mengabaikan batas-batas internasional.5 Hal tersebut merupakan 
pelanggaran terhadap kedaulatan suatu negara terutama di wilayah 
teritorialnya.6 
Di Indonesia sendiri hal ini terjadi rata-rata setiap tahun sampai 
dengan tahun 2011 lebih dari 10.000 orang imigran gelap baik yang 
menjadikan Indonesia sebagai tempat tujuan maupun sebagai transit. 
Penyelundupan ini ditujukan untuk memasok pasar perdagangan seks 
internasional dan buruh. Penyelundupan tersebut dilakukan melalui 
jejaring kejahatan internasional yang terorganisasi baik melalui jalur 
negara perantara maupun langsung. Semakin meningkatnya secara 
signifikan aktivitas kelompok kejahatan terorganisasi dalam terjadinya 
penyelundupan migran, dapat membahayakan negara-negara dan 
kehidupan serta keselamatan para migran itu sendiri. Oleh karena itu, 
masyarakat internasional sepakat untuk mengatur dalam protokol 
tambahan mengenai penyelundupan migran.7 
Praktek penyelundupan orang atau people smuggling telah 
meningkat dalam beberapa dekade terakhir dan pada saat ini, laporan 
signifikan mengenai jumlah imigrasi tidak resmi terus meningkat di 
berbagai negara. People smuggling umumnya dapat terjadi dengan 
persetujuan dari orang atau kelompok yang berkeinginan untuk 
                                                             
5
 Sam Fernando. Loc.Cit. Hlm. 3; Lihat juga Interpol (2010): People Smuggling. Diakses 
dari http://www.interpol.int/public/thb/peoplesmuggling/default. asp pada hari Rabu, 6 
Nopember 2013, Pukul 15:10 WITA. 
6
 Lihat lebih lanjut dalam T. May Rudy, Hukum Internasional 1, Cetakan Kedua 
(Bandung: PT. Refika Aditama, 2006). Hlm. 27 
7
 Sam Fernando. Loc.Cit. Hlm. 4 
4 
diselundupkan, dan alasan yang paling umum dari mereka adalah peluang 
untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan 
untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik bagi diri sendiri atau 
keluarga.8 People smuggling dan imigran gelap merupakan suatu tindakan 
pidana yang saling kait mengait. Kegiatan tersebut dapat terjadi jika salah 
satunya dapat di realisasikan, dalam artian imigran gelap akan berhasil 
dengan adanya persekongkolan dari agen-agen penyelundup, dan 
penyelundup orang mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah imigran 
gelap.9 
Kasus yang baru-baru ini terjadi kembali di Indonesia, yaitu 
sejumlah imigran yang berhasil selamat setelah kapalnya karam di 
perairan Pantai Jayanti, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, pada hari 
Rabu, tanggal 24 Juli 2013, yang sebelumnya hendak di selundupkan ke 
Pulau Christmas Australia. Sebanyak 182 imigran gelap dari sejumlah 
negara di Asia terdampar di perairan Pantai Jayanti, Kecamatan Cidaun, 
Kabupaten Cianjur. Dalam kejadian tersebut, tiga belas imigran tewas, 5 
di antaranya anak-anak.10 Selain kasus yang terjadi di Kabupaten Cianjur, 
kejadian serupa juga terjadi pada bulan Agustus tahun 2013 di Kabupaten 
Bulukumba, Sulawesi Selatan. Penemuan 57 imigran gelap di Kawasan 
Wisata Pantai Samboang, Kecamatan Bonto Tiro, kini ikut menjadi 
                                                             
8
  Ibid. 
9
 Kadarudin, People Smugling Dalam Perspektif Hukum Internasional dan 
Penegakan Hukumnya Di Indonesia, Jurnal Perpustakaan, Informasi dan Komputer 
“Jupiter” Volume XII Nomor 2 Edisi Juni 2013, UPT. Perpustakaan Universitas 
Hasanuddin. Hlm. 69-70 
10
  Lihat http://www.tribunnews.com/regional/2013/10/03/enam-orang-ditetapkan-jadi-
tersangka-kasus-imigran-gelap di akses pada hari Rabu, 6 Nopember 2013, Pukul 
15:30 WITA. 
5 
perhatian Kepolisian. Aparat Kepolisian Resort (Polres) Bulukumba kini 
memperkuat pengawasan di sejumlah kawasan pesisir pantai. Hasil 
pemeriksaan para imigran gelap yang dilakukan di Kantor Imigrasi 
Makassar sebelumnya menunjukkan, beberapa diantaranya diketahui 
adalah agen penyelundup imigran gelap yang bekerja secara terorganisir. 
"Mereka mengiming-imingi para imigran tersebut tentang kawasan 
pengungsian yang cocok dan aman. Akhirnya, para imigran ini tertarik dan 
membayar sejumlah uang tertentu kepada agen tersebut.11 
Pihak kepolisian Bulukumba menjelaskan, para imigran yang 
datang dari negara-negara yang dilanda perang, seperti Somalia, Kenya 
dan Myanmar tersebut, hendak dibawa pelaku penyelundup ke Australia. 
Karena Australia dikenal lebih terbuka dalam memberikan suaka hukum 
kepada para imigran. Modus penyelundupannya adalah pelaku (agen 
penyelundup) biasanya memungut uang puluhan hingga ratusan juta 
terhadap para imigran tersebut. Kasus penyelundupan imigran gelap 
tersebut, tergolong baru terjadi di daerah Kabupaten Bulukumba.12  
Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis 
untuk mengkaji lebih jauh mengenai penyelundupan Imigran, sehingga 
penulis memilih judul “Penyelundupan Imigran Oleh Warga Negara 
Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Palermo Tahun 2000 Dan Protokol 
Penyelundupan Migran Tahun 2004”. 
 
                                                             
11
 http://www.fajar.co.id/sulawesiselatan/2904194_5663.html di akses pada hari Rabu, 6 




B.  Rumusan Masalah 
Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi 
pokok kajian, maka berikut ini diidentifikasi beberapa permasalahan dalam 
penelitian ini : 
1. Bagaimanakah pengaturan hukum dari Konvensi Palermo dan 
Protokol terhadap penyelundupan imigran ilegal yang dilakukan 
oleh warga negara Indonesia ? 
2. Upaya apakah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia 
dalam mencegah dan menanggulangi penyelundupan imigran 
ilegal oleh warga negaranya ? 
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui ; 
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dari Konvensi Palermo dan 
Protokol terhadap penyelundupan imigran ilegal yang dilakukan 
oleh warga negara Indonesia. 
2. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah 
Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi penyelundupan 
imigran ilegal oleh warga negaranya. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 
1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum 
internasional khususnya mengenai penyelundupan imigran ilegal 
yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, sehingga di dapatkan 
7 
penyelesaian yang terbaik guna menanggulangi penyelundupan 
imigran yang setiap tahunnya terus saja terjadi. 
2. Sebagai sumbangan pemikiran / masukan kepada pihak aparat 
penegak hukum, khususnya dalam menangani penyelundupan 
imigran ilegal yang di lakukan oleh warga negara Indonesia, 






















A. Tinjauan Umum Terhadap Imigran Ilegal 
1. Pengertian Imigran 
Imigran menurut dimensi waktu adalah orang yang berpindah ke 
tempat lain dengan tujuan untuk menetap dalam kurun waktu tertentu, 
atau dengan kata lain, imigran adalah orang yang melakukan migrasi, 
sedangkan migrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dengan 
tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melalui batas 
politik/negara ataupun batas administrasi/batas bagian dari suatu 
negara.13 Konsep migrasi menurut Gould dan Prothero juga menekankan 
unsur perpindahan tempat tinggal. Namun menurut mereka, walaupun 
seseorang telah secara resmi pindah tempat, tetapi apabila ada niat 
sebelumnya untuk kembali ke tempat semula, maka harus dianggap 
sebagai mobilitas sirkuler, bukan sebagai migrasi.14 
Pendapat lain memberikan definisi lain dari migrasi, yakni imigrasi, 
dijelaskan bahwa imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara-
bangsa (nation-state) ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga 
negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen 
yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka 
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waktu pendek tidak dianggap imigran. Walaupun demikian, migrasi 
pekerja musiman (umumnya untuk periode kurang dari satu tahun) sering 
dianggap sebagai bentuk imigrasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(selanjutnya disebut PBB) memperkirakan ada sekitar 190 juta imigran 
internasional pada tahun 2005, sekitar 3% dari populasi dunia. Sisanya 
tinggal di negara kelahiran mereka atau negara penerusnya.15 
Hampir semua migrasi berkaitan dengan ruang dan waktu, 
mengenai keterkaitan antara ruang dan waktu ini, para ahli dihadapkan 
kepada suatu kesulitan untuk menetapkannya. Sehingga definisi terhadap 
migrasi oleh beberapa ahli sering dirasa adanya kekurang-tepatan. 
Berangkat dari masalah tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Elspeth 
Young yang mengemukakan bahwa beberapa penulis mengusulkan agar 
migrasi dianggap bagian dari suatu rangakaian kesatuan yang meliputi 
semua jenis perpindahan penduduk, yaitu mulai dari yang pindah tempat 
untuk jangka pendek sampai pindah tempat untuk jangka panjang yang 
digambarkan sebagai mobilitas penduduk.16 
Menurut Mantra, mobilitas penduduk dapat dibagi menjadi 2 
bentuk, yaitu mobilitas permanen (migrasi) dan mobilitas non permanen 
(mobilitas sirkuler). Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu 
wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Sedangkan 
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 http://id.wikipedia.org/wiki/Imigrasi di akses pada hari Rabu, 6 Nopember 2013, Pukul 
16:10 WITA. 
16
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mobilitas non permanen ialah gerakan penduduk dari suatu tempat ke 
tempat lain dengan tidak ada niatan untuk menetap di daerah tujuan.17  
2. Perbedaan Imigran Dengan Imigran Ilegal 
Imigran dari segi hukum dapat di kategorikan menjadi 2, yakni 
imigran resmi (yang biasa disebut imigran) dan imigran tidak resmi (yang 
biasa disebut imigran ilegal) atau yang lebih familiar disebut dengan 
sebutan imigran gelap.18 
 Imigran ilegal menurut Protokol Penyelundupan Migran tahun 2004 
menyebut bahwa imigran ilegal adalah imigran yang masuk secara ilegal 
atau melintasi batas-batas negara dengan tidak mematuhi persyaratan-
persyaratan yang di perlukan untuk masuk secara sah ke dalam suatu 
negara. Yang dimaksud dengan tidak mematuhi persyaratan-persyaratan 
yang di perlukan untuk masuk adalah masuknya imigran ke suatu negara 
tertentu dengan tidak di lengkapi dokumen perjalanan atau menggunakan 
dokumen perjalanan resmi namun memakai identitas palsu.19 
Dokumen perjalanan atau identitas palsu yang dimaksud adalah 
dokumen perjalanan atau identitas (i) yang telah secara palsu dibuat atau 
di ubah secara material oleh setiap orang selain seseorang, atau agen 
yang secara sah diberikan kewenangan untuk membuat, atau 
menerbitkan dokumen perjalanan, atau dokumen identitas, atau nama 
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 Ibid. Lihat juga Mantra Ida Bagus, Pengantar Studi Demografi, (Yogyakarta: Nur 
Cahya, 1985). Hlm 157 
18
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suatu negara; (ii) yang telah di terbitkan secara tidak patut, atau di peroleh 
melalui bujukan, korupsi, di bawah paksaan, atau cara lain yang melawan 
hukum; atau (iii) yang telah di gunakan oleh seseorang selain pemegang 
yang berhak.20     
3. Imigran, Pencari Suaka, Pengungsi, Dan Stateless Persons 
Imigran, pencari suaka, pengungsi, dan stateless persons adalah 
merupakan 4 istilah yang saling berkaitan antara satu sama lain, karena 4 
istilah ini paling sering digunakan dalam hal terjadinya perpindahan 
seseorang dari suatu negara ke negara lain. 
Sebagaimana yang telah di jelaskan pada sub bab sebelumnya 
bahwa imigran menurut dimensi waktu adalah orang yang berpindah ke 
tempat lain dengan tujuan untuk menetap dalam kurun waktu tertentu, dan 
biasanya lebih di latarbelakangi oleh motif ekonomi. Sedangkan pencari 
suaka (asylum seekers) adalah orang-orang yang terusir dari negerinya 
dan mencari suaka (asylum) ke negeri lain dan dimana ia belum 
mendapatkan keputusan tentang „status pengungsi‟.  Pencari suaka 
adalah mereka yang belum mengajukan permohonan ataupun sedang 
menunggu hasil keputusan mengenai „status pengungsi‟ dari suatu negara 
yang didatanginya, oleh karena itu sangat berbeda dengan pengungsi 
namun tidak menutup kemungkinan menjadi stateless persons.21 
 




 Kadarudin, Keterkaitan Antara Stateless Persons, Pencari Suaka, Dan Pengungsi, 
Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum “Gratia” Volume VIII Nomor 1 Edisi April 2012, 
Kopertis Wilayah IX Sulawesi. Hlm. 106 
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Pengertian pengungsi dalam Konvensi 1951, terdiri dari : 
1. pasal penyertaan, menentukan kriteria yang digunakan untuk 
menentukan apakah seorang individu dapat dianggap 
pengungsi. Pasal-pasal ini merupakan dasar penentuan apakah 
seseorang layak diberi status pengungsi.  
 
Didalam pasal penyertaan ini diatur bahwa untuk memperoleh 
status pengungsi, seseorang harus mempunyai ketakutan yang 
beralasan karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya 
didalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang 
dimilikinya, berada di luar negara kebangsaannya/bekas tempat 
menetapnya, dan tidak dapat atau ingin dikarenakan 
ketakutannya itu, memperoleh perlindungan dari negaranya 
atau kembali ke negaranya. 
 
2. pasal pengecualian, menolak pemberian status pengungsi 
kepada seseorang yang memenuhi syarat pada pasal 
penyertaan atas dasar orang tersebut tidak memerlukan atau 
tidak berhak mendapatkan perlindungan internasional. 
 
Didalam pasal pengecualian ini diatur bahwa walaupun kriteria 
pasal penyertaan seperti yang telah dijelaskan diatas terpenuhi, 
permohonan status pengungsi seseorang akan ditolak jika ia 
sudah menerima perlindungan atau bantuan dari lembaga PBB 
selain UNHCR, atau diperlakukan sebagai sesama warga di 
negara tempatnya menetap, dan melakukan pelanggaran yang 
serius sehingga ia tidak berhak menerima status pengungsi. 
 
3. pasal pemberhentian, menerangkan kondisi-kondisi yang 
mengakhiri status pengungsi karena tidak lagi diperlukan atau 
dibenarkan. 
 
Didalam pasal pemberhentian ini diatur bahwa konvensi juga 
menjabarkan keadaan-keadaan yang menghentikan status 
kepengungsian seseorang karena sudah tidak diperlukan lagi 
atau tidak dapat dibenarkan lagi karena tindakan sukarela dari 
pihak individu, atau perubahan fundamental pada keadaan di 
Negara asal pengungsi.22 
 
Sedangkan stateless persons (orang-orang tanpa 
kewarganegaraan) adalah “persons who either from birth or as result of 
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 UNHCR, Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, melindungi orang-
orang yang menjadi perhatian UNHCR. (Switzerland: Komisariat Tinggi PBB untuk 
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subsequent changes in their country of origin are without citizenship”. Jadi 
orang yang termasuk stateless persons adalah setiap orang baik sejak 
kelahiran atau akibat perubahan di dalam negara asalnya menjadi tanpa 
kewarganegaraan. Berarti ada dua penyebab seseorang tidak memiliki 
kewarganegaraan, yaitu sejak lahir atau akibat perubahan dalam negara 
asalnya. Upaya internasional dalam rangka mengurangi “stateless 
persons” sudah ada yaitu melalui “The Convention on the Reduction of 
Statelessnes (1961)”. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi dalam 
suatu negara yang dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok 
orang kehilangan kewarganegaraan adalah peristiwa succession of state 
atau suksesi negara. Menurut Ian Bronwlie bahwa „State succession 
arises when there is a definitive replacement of sovereignty over a given 
territory in conformity with international law‟.23 (Suksesi negara muncul 
ketika ada pengganti definitif atas kedaulatan suatu wilayah tertentu 
sesuai dengan hukum internasional). 
Untuk menghindari seseorang kehilangan kewarganegaraan dalam 
peristiwa suksesi Negara, Resulosi Majelis Umum PBB 55/153 mengenai 
“Nationally of natural persons in relation to the succession of States” 
dalam Pasal 1 yaitu : 
“Every individual who, on the date of the succession of States, had 
the nationality of the predecessor State, irrespective of the mode of 
acquisition of that nationality, has the right to the nationality at least 
one of the State concered…..”24 
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Berdasarkan resolusi ini, maka setiap orang yang pada saat terjadi 
suksesi negara, berkewarganegaraan dari negara lama (predecessor 
state) memiliki hak atas kewarganegaraan dari salah satu negara yang ia 
kehendaki. Maksudnya orang yang bersangkutan dapat memilih 
kewarganegaraannya baik dari negara lama atau negara pengganti 
(successor state). Pilihan ini, tentunya untuk menghindari agar seseorang 
tidak kehilangan kewarganegaraannya dan akan menjadi “stateless 
persons”.25 
Pengertian lain dari stateless persons adalah seseorang yang 
berada di luar negara kewarganegarannya atau apabila tidak memiliki 
kewarganegaraan, yang disebabkan karena mempunyai atau pernah 
mempunyai rasa kecemasan yang berdasar atas persekusi karena alasan 
ras, agama, rumpun bangsa, atau opini politik yang dapat atau tidak 
dapat, berdasarkan kecemasan tersebut tidak mau memanfaatkan 
perlindungan pemerintah negara kewarganegaraannya. Dengan adanya 
istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum pengungsi maka dapat 
mengetahui dan dapat membedakan antara pengungsi itu sendiri dengan 
istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum pengungsi (termasuk pencari 
suaka dan orang tanpa kewarganegaraan), karena terkadang masyarakat 
awam berpandangan semuanya itu sama pengertiannya.26  
Tidak ada satu negara pun dapat di paksa oleh hukum untuk 
membolehkan orang-orang asing masuk wilayahnya. Tetapi jika dia 




 Achmad Romsan dkk. Pengantar Hukum Pengungsi Internasional. (Bandung: Sanic 
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berbuat demikian, maka negara itu harus memperlakukan orang-orang 
asing di dalam wilayah kekuasaannya tersebut secara baik, dan negara 
orang-orang asing itu boleh menuntut ganti rugi jika terjadi kelalaian dalam 
mematuhi patokan perlakuan baik ini.27 Hal ini menjadi dasar bagi 
Indonesia dalam memperlakukan orang asing yang masuk ke wilayah 
Indonesia tanpa melihat status dari orang asing tersebut (apakah ia 
seorang imigran, pencari suaka, pengungsi, ataukah stateless persons). 
 
B. Pengertian People Smuggling, Transit Country dan Transit People 
People smuggling atau penyelundupan manusia dapat di 
definisikan sebagai berikut : 
“Penyelundupan manusia adalah segala usaha dan upaya untuk 
mencari keuntungan dari suatu kegiatan untuk membantu 
seseorang memasuki wilayah negara tertentu, dimana seseorang 
tersebut bukan merupakan warga negara dari negara tertentu 
tersebut”.28 
 
Pengertian lain mengenai penyelundupan manusia adalah sebagai 
berikut : 
“Usaha seseorang, sekelompok orang, atau suatu agen tertentu 
untuk membantu atau memberikan akses terhadap orang asing 
guna memasuki suatu negara, dan negara tersebut bukanlah 
merupakan negara orang asing tersebut tinggal”.29 
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 J.L. Brierly, Hukum Bangsa-Bangsa, Suatu Pengantar Hukum Internasional, di 
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Selain dari 2 (dua) definisi di atas, definisi lain mengenai 
penyelundupan manusia di atur di dalam Protokol Penyelundupan Migran 
Tahun 2004 yang mengatur bahwa : 
“Smuggling of migrants shall mean the procurement, in order to 
obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of 
the illegal entry of a person into a State Party of which the person is 
not a national or a permanent resident”30 (terjemahan bebasnya 
adalah penyelundupan para imigran adalah suatu keadaan untuk 
memperoleh, baik secara langsung maupun secara tidak langsung 
suatu keuntungan berupa uang, atau keuntungan material lainnya, 
dari hasil membantu seseorang secara ilegal masuk ke dalam 
suatu negara tertentu, dimana orang itu bukan merupakan warga 
negara atau penduduk dari negara tersebut). 
 
Disini terlihat bahwa Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2004 
memberikan definisi yang lebih spesifik dari penyelundupan manusia 
yakni penyelundupan migran. Dari tiga definisi tersebut, maka secara 
garis besar dapat digambarkan bahwa people smuggling (penyelundupan 
manusia) merupakan usaha seseorang atau agen dalam memfasilitasi 
atau membantu orang asing memasuki wilayah negara yang bukan 
negaranya. 
Transit country (negara transit) adalah merupakan negara tempat 
pencari suaka atau imigran singgah sebelum mencapai destination 
country (negara tujuan).31 Indonesia merupakan negara transit penting 
bagi imigran ilegal yang ingin masuk ke Australia, ini karena secara 
geografis Indonesia adalah merupakan negara terdekat dari Australia.32 
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Sedangkan transit people adalah setiap pengungsi/pencari 
suaka/imigran/stateless persons yang singgah di negara transit (transit 
country) sebelum mencapai negara tujuan (destination country).33 Definisi 
lain juga dikemukakan bahwa transit people adalah seseorang yang 
dalam keadaan tertentu singgah di suatu negara sebelum melanjutkan 
perjalanannya ke negara yang hendak ia tuju.34 
 
C. Konvensi Palermo Tahun 2000 Dan Protokol Penyelundupan 
Migran Tahun 2004 
Dewasa ini perjanjian internasional memainkan peranan yang 
sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. 
Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar 
kerjasama mereka dalam mengatur berbagai kegiatan serta 
menyelesaikan masalah. Perjanjian internasional merupakan instrumen 
yuridis oleh karenanya mengikat para pihak35. Mengikat disini adalah 
melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Seperti 
yang ditegaskan oleh Oppenheim-Lauterpacht:36 
“International treaties are agreements of contractual charter 
between states, creating legal rights and obligations between the 
parties”. (perjanjian adalah suatu persetujuan antarnegara, yang 
menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak)”.  
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Dari uraian yang dikemukakan diatas, perjanjian internasional 
dapat pula diuraikan sebagai37: 
“Kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional 
mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud 
untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan 
kewajiban yang diatur oleh hukum internasional”.  
 
Subyek-subyek hukum yang dimaksud disini adalah negara. 
Sepertinya halnya dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja “Perjanjian 
internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat 
bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum 
tertentu”.38 Dalam perkembangannya, perjanjian Internasional dibagi atas 
2 (dua) golongan berdasarkan proses pembentukan dan pembuatannya. 
Pertama Perjanjian internasional yang diadakan dengan tiga tahap, yaitu: 
perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi (pengesahan). Biasanya 
perjanjian semacam ini diadakan untuk hal-hal yang dianggap sangat 
penting (vital) sehingga memerlukan persetujuan badan-badan yang 
berwenang (treaty-making power). Kedua perjanjian internasional yang 
diadakan hanya melalui dua tahap, yaitu: perundingan dan 
penandatangan tanpa ratifikasi. Biasanya perjanjian ini kurang begitu 
penting (vital), sederhana, dan memerlukan penyelesaian yang cepat. 
Misalnya: perjanjian perdagangan yang berjangka pendek39. 
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1. Konvensi Palermo Tahun 2000 
Konvensi Palermo Tahun 200040 mengatur bahwa tindak pidana 
transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan 
yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan 
perdamaian dunia. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat 
ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan 
dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya 
tindak pidana.41 
Tindak pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi 
tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, 
modus operandi, dan pelakunya. Kerja sama antarnegara yang efektif dan 
pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting 
dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. 
Dengan demikian, Indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses dan 
kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana transnasional yang terorganisasi.42 
Dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional pada upaya 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang 
terorganisasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk United 
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Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional 
yang Terorganisasi) melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 
55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana 
transnasional yang terorganisasi.43 
Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
turut menandatangani United Nations Convention Against Transnational 
Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang 
Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 
Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen 
memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui 
kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional. Walaupun 
Indonesia ikut serta menandatangani Konvensi tersebut, Indonesia 
menyatakan Pensyaratan (Reservation) terhadap Pasal 35 ayat (2) yang 
mengatur mengenai pilihan negara pihak dalam penyelesaian perselisihan 
apabila terjadi perbedaan penafsiran atau penerapan Konvensi.44 
Pokok-pokok isi konvensi45 : 
1. Tujuan Konvensi 
Pasal 1 Konvensi menyatakan bahwa tujuan Konvensi ini 
adalah untuk meningkatkan kerja sama internasional yang lebih 
efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana 













Pasal 4 Konvensi menyatakan bahwa Negara Pihak, dalam 
menjalankan kewajibannya, wajib mematuhi prinsip kedaulatan, 
keutuhan wilayah, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri 
negara lain. 
 
3. Ruang Lingkup Konvensi 
Pasal 3 Konvensi menyatakan bahwa Konvensi ini mengatur 
mengenai upaya pencegahan, penyidikan dan penuntutan atas 
tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, 
dan Pasal 23 Konvensi, yakni tindak pidana pencucian hasil 
kejahatan, korupsi, dan tindak pidana terhadap proses 
peradilan, serta tindak pidana yang serius sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 2 huruf b Konvensi, yang bersifat 
transnasional dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak 
pidana yang terorganisasi.46 
 
Konvensi menyatakan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan 
sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi jika 
tindak pidana tersebut dilakukan: 
 
a. di lebih dari satu wilayah negara; 
b. di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan 
atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di 
wilayah negara lain; 
c. di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok 
pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan 
tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau 
d. di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas 
tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain. 
 
4. Kewajiban Negara Pihak 
Konvensi menyatakan bahwa negara pihak wajib melakukan 
segala upaya termasuk membentuk peraturan perundang-
undangan nasional yang mengkriminalkan perbuatan yang 
ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 23 
Konvensi serta membentuk kerangka kerja sama hukum 
antarnegara, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik 
dalam masalah pidana, kerja sama antaraparat penegak hukum 
dan kerja sama bantuan teknis serta pelatihan. 
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5. Konvensi membuka kemungkinan bagi negara pihak untuk 
melakukan upaya pembentukan peraturan perundang-
undangan nasional untuk mengkriminalkan perbuatan yang 
ditetapkan dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 15 ayat (2). 
 
2. Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2004 
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, rentan 
terhadap berbagai bentuk penyelundupan, termasuk penyelundupan 
migran. Penyelundupan migran merupakan salah satu bentuk tindak 
pidana transnasional yang kerap kali dilakukan secara terorganisasi. 
Dengan demikian, tindakan efektif untuk mencegah dan memerangi 
penyelundupan migran melalui darat, laut, dan udara membutuhkan suatu 
pendekatan yang menyeluruh, termasuk dengan melakukan kerja sama, 
pertukaran informasi dan upaya-upaya lain yang diperlukan, baik di tingkat 
nasional, regional maupun internasional. 
Indonesia, sebagai negara anggota PBB, turut menandatangani 
instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur upaya 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang 
terorganisasi, yakni United Nations Convention Against Transnational 
Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang 
Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 
Desember 2000 di Palermo, Italia beserta dua protokolnya yaitu Protocol 
to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children, Supplementing the United Nations Convention 
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against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, 
Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang. 
Terutama Perempuan dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional 
yang Terorganisasi dan Protocol against the Smuggling of Migrants by 
Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan 
Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang 
Terorganisasi) sebagai perwujudan komitmen Indonesia dalam mencegah 
dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi, 
termasuk tindak pidana penyelundupan migran.47 
Sesuai dengan ketentuan Protokol, Indonesia menyatakan 
Pensyaratan (Reservation) terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) yang 
mengatur mengenai pilihan penyelesaian sengketa apabila terjadi 
perbedaan penafsiran dan penerapan isi Protokol. Pensyaratan ini diambil 
dengan pendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan 
penafsiran dan penerapan isi protokol yang tidak terselesaikan melalui 
mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal tersebut, dapat 
menunjuk Mahkamah Internasional sebagai lembaga penyelesaian 
sengketa berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang bersengketa. 
Indonesia juga membuat Pernyataan (Declaration) terhadap ketentuan 
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Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1) huruf a, dan Pasal 9 ayat (2) 
Protokol dengan pendirian bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut akan 
dilaksanakan dengan tunduk terhadap prinsip-prinsip kedaulatan dan 
keutuhan wilayah negara. 
Pokok-pokok isi protokol48 : 
1. Hubungan antara Protokol dan Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang 
Terorganisasi 
Pasal 1 Protokol menyatakan bahwa Protokol ini melengkapi 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak 
Pidana Transnasional yang Terorganisasi dan wajib ditafsirkan 
sejalan dengan Konvensi. Dengan demikian, ketentuan-
ketentuan yang tertuang dalam Konvensi berlaku sama 
terhadap Protokol ini, kecuali dinyatakan lain. Selain itu, tindak 
pidana yang ditetapkan dalam Protokol ini juga dianggap 
sebagai tindak pidana yang ditetapkan dalam Konvensi. 
 
2. Tujuan Protokol 
Pasal 2 Protokol menyatakan bahwa tujuan Protokol ini adalah 
untuk mencegah dan memberantas penyelundupan migran 
serta memajukan kerja sama di antara Negara-Negara Pihak 
untuk mencapai tujuan tersebut, dengan melindungi hak-hak 
migran yang diselundupkan. 
 
3. Ruang Lingkup Protokol 
Pasal 4 Protokol menyatakan bahwa ruang lingkup keberlakuan 
Protokol ini adalah upaya pencegahan, penyelidikan, dan 
penuntutan tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam 
protokol ini, yang bersifat transnasional dan melibatkan suatu 
kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, dan juga untuk 
perlindungan hak-hak orang yang menjadi objek tindak pidana 
tersebut. 
 
4. Tanggung Jawab Pidana Migran 
Pasal 5 Protokol menyatakan bahwa migran tidak dapat dikenai 
tanggung jawab pidana karena mereka adalah objek dari tindak 
pidana yang telah ditetapkan dalam Protokol ini. 




5. Kewajiban Negara Pihak 
Sesuai dengan ketentuan Protokol, setiap Negara Pihak pada 
Protokol memiliki kewajiban sebagai berikut: 
a. menjadikan tindak pidana yang telah ditetapkan dalam 
Protokol sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-
undangan nasional (kewajiban kriminalisasi) [Pasal 6]; 
b. dalam hal penyelundupan migran melalui laut, setiap Negara 
Pihak wajib mempererat kerja sama untuk mencegah dan 
menekan penyelundupan migran melalui laut, sesuai dengan 
hukum laut internasional dan berupaya mengambil seluruh 
tindakan sebagaimana diatur dalam Protokol terhadap kasus 
penyelundupan migran di laut dengan memperhatikan 
rambu-rambu yang telah disediakan oleh Protokol [Pasal 7 
sampai dengan Pasal 9]; dan 
c. dalam upaya pencegahan, kerja sama, dan upaya lain yang 
diperlukan dalam memberantas penyelundupan migran, 
setiap Negara Pihak pada Protokol juga berkewajiban untuk 
saling berbagi informasi, bekerja sama dalam memperkuat 
pengawasan di kawasan perbatasan, menjaga keamanan 
dan pengawasan dokumen, mengadakan pelatihan dan 
kerja sama teknis, perlindungan dan langkah perbantuan 
serta tindakan pemulangan migran yang diselundupkan 
[Pasal 10 sampai dengan Pasal 18]. 
 
D. Negara-Negara Asal Imigran Yang Ada Di Indonesia 
Para imigran baik yang pernah singgah maupun yang saat ini 
berada di Indonesia berasal dari negara-negara di kawasan Timur Tengah 
dan Asia Tenggara, berikut beberapa data dan fakta mengenai imigran 
yang transit di Indonesia : 
1. Sumatera Utara: Sebanyak 29 imigran gelap asal tiga negara 
diamankan polisi karena tidak memiki dokumen imigrasi resmi saat 
memasuki wilayah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Enam di 
antaranya merupakan anak kecil. Para imigran itu masing-masing 10 
orang asal negara Bangladesh, 2 asal Pakistan dan 17 imigran 
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merupakan suku Rohingya, asal negara Myanmar. Hingga Senin (3 
Juni 2013) mereka masih menjalani pemeriksaan. Keterangan yang 
diperoleh menyebutkan, para imigran itu diamankan petugas Polsek 
Labuhan Ruku di kawasan pantai Desa Masjid Lama, Kecamatan 
Talawi, Kabupaten Batubara. Saat ditangkap pada Minggu (2 Juni 
2013) sekitar pukul 20.00 WIB, mereka baru saja turun dari perahu 
yang membawa mereka dari Malaysia. Setelah didata, diketahui 
jumlah mereka yang turun dari perahu itu sebanyak 30 orang. 
Sebanyak 29 orang merupakan imigran gelap, sementara yang 
seorang lagi merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang 
bermaksud pulang ke Tanah Air.49 
2. Tulungagung: Sejumlah imigran gelap asal enam negara yang 
ditangkap Kepolisian Resort Tulungagung, Jawa Timur (7 September 
2013) melarikan diri. Mereka kabur saat akan diberangkatkan ke 
Australia lewat Pantai Brumbun, Kecamatan Tanggunggunung, 
Tulungagung. Tak pelak terjadi aksi kejaran-kejaran antara imgran 
gelap dengan pihak polisi. Dengan susah payah imigran gelap tersebut 
akhirnya dapat ditangkap tak jauh dari Markas Polres Tulungagung. 
Bahkan seorang imigran gelap marah-marah kepada sejumlah polisi 
yang menangkapnya. Ia marah karena telah melengkapi diri dengan 
surat keterangan dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan 
Pengungsi atau UNHCR bahwa dirinya bukan imigran gelap. 
                                                             
49
 http://news.detik.com/read/2013/06/04/010120/2263863/10/polisi-amankan-29-imigran-
gelap-asal-3-negara-di-sumut di akses pada hari Rabu, 6 Nopember 2013, Pukul 
16:30 WITA. 
27 
Sebanyak 120 imigran gelap itu berasal Somalia, Myanmar, Turki, 
Yaman, Sudan dan Irak. Mereka menuntut dikembalikan ke 
penampungan di Jakarta. Alasannya, mereka sebelumnya telah 
ditampung di pengungsian oleh UNHCR.50 
3. Cilacap: Lima dari 54 imigran gelap asal negara Timur Tengah yang 
tersisa di tempat penampungan di Kantor Imigrasi Cilacap lama akan 
dideportasi ke negaranya (23 Juni 2013). Lima imigran ini berasal dari 
negara Iran dan merupakan satu keluarga yang terdiri dari Suami, Istri 
dan tiga orang anak. Menurut Kepala Seksi Pengawasan Penindakan 
Keimigrasian (Wasdakim) Kantor Imigrasi Cilacap, Edi Rohaedi, 
deportasi ke lima imigran ini masih dalam proses administrasi oleh 
kedutaan besar Iran. "Kebetulan imigran ini yang ingin pulang dan 
ternyata kedubesnya merespon positif. Semua persyaratan sudah 
dikirim seperti foto dan lain-lain, sehingga kemungkinan minggu depan 
sudah bisa diterbangkan ke negaranya di Iran," kata Edi. Menurut Edi, 
lima imigran yang akan didepotasi ini menyusul lima imigran lainnya 
yang telah kembali ke negaranya. "Jadi yang lima sebelumnya telah 




Sedangkan 49 imigran yang tersisa,  hingga kini belum jelas akan 
dipindahkan ke tempat penampungan mana.  Sebab, komunikasi antara 
Kantor Imigran dan masing-masing Kedubes (selain Iran) dinilai cukup 
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sulit. "Selain Kedubes Iran sulit dihubungi, sehingga nanti penanganannya 
akan diserahkan ke kantor pusat," ungkapnya. Sementara itu, setelah 44 
imigran dari berbagai negara kabur dari penampungan pekan lalu, hingga 
saat ini tidak ada lagi imigran yang kabur. Menurut Edi pengawasan yang 
semakin diperketat semakin membuat imgran tidak mencoba kembali 
kabur. "Di samping itu kemungkinan karena uang yang mereka bawa juga 
semakin menipis. Jadi keinginan mereka untuk kabur tidak seperti saat 
pertama kali datang," jelasanya. Edi menambahkan, meski telah lebih dari 
dua pekan berada di tempat penampungan nasib dari para imigran gelap 
ini belum jelas. "Kita belum tahu pasti kapan mereka akan dipindahkan”.52 
 
E. Australia Sebagai Negara Tujuan Para Imigran 
Negara Persemakmuran Australia (Commonwealth of Australia) 
atau dikenal sebagai Australia saja adalah sebuah negara di belahan bumi 
selatan yang juga menjadi nama benua terkecil di dunia. Wilayahnya 
mencakup seluruh benua Australia dan beberapa pulau di sekitar 
Samudra Hindia Selatan dan Samudra Pasifik. Negara tetangga Australia 
disebelah utara termasuk Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini. 
Disebelah timur laut bertetangga dengan Pulau Solomon, Vanuatu, dan 
Kaledonia Baru (secara administratif milik Perancis), sementara di 
tenggara bertetangga dengan Selandia Baru 53. 
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Australia, walaupun terletak di dekat Asia, lebih sering disebut 
sebagai bagian dari dunia Barat karena kehidupannya yang mirip Eropa 
Barat dan Amerika Serikat. Penduduknya pun sebagian besar kulit putih. 
Australia mempunyai enam buah negara bagian, dua wilayah besar, dan 
yang lain wilayah kecil. Negeri-negeri ini adalah New South Wales, 
Queensland, Australia Selatan, Tasmania, Victoria dan Australia Barat. 
Dua wilayah tanah besar adalah Northern Territory dan Australian Capital 
Territory. Kebanyakan penduduk Australia yang sekurang-kurangya 20,6 
juta adalah keturunan pendatang dari abad kesembilan belas dan kedua 
puluh, kebanyakan dari Britania Raya dan Irlandia. Penduduk Australia 
telah berlipat 4 sejak akhir Perang Dunia I. 
Dipacu oleh program imigrasi yang ambisius. Pada tahun 2001, 
kelima kelompok terbesar dari 23,1% penduduk Australia dilahirkan di luar 
negeri berasal dari Britania Raya, Selandia Baru, Italia, Vietnam dan Cina. 
Menyusul pembatalan Kebijakan Australia Putih pada tahun 1973, banyak 
inisiatif pemerintahan telah diadakan untuk menggalakkan dan 
mempromosikan keamanan budaya berdasarkan kebijakan 
multikulturalisme. 
Seperti banyak negara maju yang lain, Australia sedang mengalami 
peralihan demografi terhadap penduduk yang lebih tua usianya, penduduk 
di bawah dan di atas umur bekerja. Umumnya dengan banyak negara 
berkembang lainnya, Australia sedang mengalami perubahan demografi 
ke arah penduduk yang lebih tua, dengan lebih banyak pensiunan dan 
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lebih sedikit orang usia kerja. Sebagian besar orang Australia (759.849 
selama masa 2002–2003) tinggal di luar daerah mereka. Australia telah 
memelihara salah satu program imigrasi di dunia untuk meningkatkan 
jumlah penduduk. Sebagian besar imigrannya terlatih, namun kuota 
imigrasi termasuk kategori untuk anggota keluarga dan para pengungsi54. 
 
F. Pihak-Pihak Terkait Yang Menangani Para Imigran 
Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan telah 
menunjukkan kemajuan meskipun masih mengandung berbagai 
kelemahan. Berbagai permasalahan keamanan yang dihadapi saat ini 
belum dapat diatasi secara cepat dan tepat oleh pemerintah. Sementara 
itu kondisi perekonomian yang masih kurang menguntungkan, 
mengakibatkan masyarakat semakin rentan terhadap isu-isu yang 
berkembang, sehingga kondisi ini semakin mempermudah timbulnya 
konflik vertikal maupun horisontal yang berpotensi mengancam integritas 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga memerlukan penanganan 
yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai komponen terkait.55  
Setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati integritas 
negara lain,56 namun kegagalan diberbagai bidang pembangunan 
terutama di bidang ekonomi selalu menuding gagalnya pencapaian situasi 
keamanan yang belum mampu memberikan jaminan rasa aman pada 




 www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9568/1781/ diakses pada hari 
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setiap kegiatan masyarakat sebagai penyebab utama. Akumulasi 
permasalahan tersebut perlu dicermati agar perilaku anarki, destruktif dan 
tindakan otoritarianisme dikalangan masyarakat sebisa mungkin ditekan 
sehingga tidak berdampak pada proses penyelenggaraan pertahanan dan 
keamanan negara. Berbagai langkah untuk menciptakan situasi 
keamanan secara maksimal telah dilakukan seperti penetapan kebijakan 
di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan dan operasional 
yang searah dengan Program Pembangunan Nasional dan hasil yang 
dicapai dinilai cukup memadai. Namun untuk mencapai hasil yang optimal 
masih memerlukan berbagai tindak lanjut yang perlu didukung oleh semua 
pihak.57 
Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
banyak mempunyai dampak terhadap peri-hubungan antar negara dan 
perkembangan masyarakat internasional,58 menjadikan setiap perma- 
salahan antar negara semakin kompleks, dan keamanaan wilayah 
menjadi suatu isu yang sensitif bagi suatu negara. Dari dahulu hingga kini, 
memang sering terjadi konflik antar negara.59 Pembangunan segenap 
komponen pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan lebih 
terarah dan terpadu dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Secara 
sistematis dan terencana pembangunan komponen pertahanan dan 
keamanan negara diawali dengan penyusunan dan penyempurnaan 
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berbagai perangkat peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran 
dari Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta 
Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, 
Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara. Selanjutnya peraturan perundang-undangan tersebut 
telah diikuti dengan pembenahan kelembagaan maupun personil di kedua 
lembaga tersebut sesuai dengan aspirasi rakyat secara konstitusional.60 
Dalam upaya meningkatkan kekuatan dan kemampuan pertahanan 
dan keamanan negara, maka untuk TNI dan Polri sebagai komponen 
utama telah dilakukan pemantapan satuan-satuan yang belum standar 
dan penyesuaian organisasi sesuai kebutuhan, sedangkan untuk 
komponen pendukung yang mencakup spektrum yang lebih luas 
dititikberatkan pada upaya inventarisasi/pendataan dan penyiapan 
berbagai perangkat lunak. Dengan demikian pembangunan pertahanan 
dan keamanan telah mencakup segenap komponen kekuatan pertahanan 
negara maupun kekuatan keamanan negara, dengan bobot intensitasnya 
pada pembangunan komponen utama TNI dan Polri.
61
 
Tantangan dalam pembangunan pertahanan yang cukup penting 
adalah mengubah sikap dan mental personil TNI untuk kembali pada 
posisinya dalam mengemban peran dan fungsinya sebagai alat 
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pertahanan negara. Secara internal TNI perlu membangun kembali 
kesadaran secara terus-menerus, bahwa tugas utama TNI adalah 
menghadapi kemungkinan ancaman nyata terhadap keutuhan wilayah dan 
kedaulatan negara terutama yang datang dari kekuatan asing. Tantangan 
lain adalah penanaman nilai-nilai kebanggaan dan kecintaan terhadap 
peran TNI, baik bagi masyarakat sipil maupun bagi prajurit TNI serta 
pemenuhan kebutuhan alutsista TNI. Hal ini kiranya bisa dicapai dengan 
terus menerus mengembangkan kekuatan dan kemampuan TNI agar 
mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. Disamping itu, 
diharapkan juga mampu dibangun suatu institusi TNI yang mempunyai 
efek penggetar atau penangkal (deterrence effect) terhadap musuh atau 
calon musuh, sehingga terbangun citra bahwa TNI berkemampuan tempur 
tinggi dengan daya pukul yang efektif. Hal ini menjadi salah satu faktor 
yang penting dalam mendukung keberhasilan upaya menjaga kedaulatan 
dan keamanan negara serta diplomasi dalam hubungan luar negeri.62 
Disamping itu, tingkat kesadaran masyarakat atas hak-haknya dan 
kebebasan arus informasi  yang makin tinggi di dalam era transparansi 
dan proses demokratisasi, membuat segala bentuk ketidakadilan, 
kesenjangan, dan berbagai bentuk KKN, dapat segera diketahui secara 
apa adanya. Apabila hukum tidak dapat ditegakkan secara adil untuk 
mengatasi masalah-masalah tersebut, maka dapat menimbulkan 
ketidakpuasan dikalangan masyarakat, yang pada gilirannya akan 




mengakibatkan munculnya tindakan-tindakan anarkis, sehingga dapat 
menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta 
keamanan dalam negeri. Oleh karena itu perlu dibangun lembaga 
kepolisian efektif, efisien dan akuntable untuk mengatasi persoalan-
persoalan pelanggaran hukum yang terjadi, melalui berbagai metodologi, 
taktik, dan teknik yang berlandaskan hukum dengan menjunjung tinggi 
hak-hak asasi manusia,63 karena HAM merupakan hak mendasar dalam 
harga diri dan nilai-nilai individu manusia, jadi penerapannya tidak 
membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.64 
Khusus mengenai permasalahan keamanan kedaulatan negara 
yang terkait dengan para imigran yang masuk ke Indonesia, maka pihak-
pihak terkait yang menangani hal tersebut, yakni : 
1. Kepolisian Republik Indonesia 
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui kepolisian daerah 
(polda) sebagai perpanjangan tangannya dalam menjalankan ketertiban di 
daerah-daerah yang ada di Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan 
peran Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 
(Babinkamtibmas) sebagai garda terdepan mendeteksi imigran gelap yang 
masuk ke wilayah Indonesia. Babinkamtibmas sebagai salah satu basis 
deteksi masuknya para imigran. Terkait hal tersebut, pihak kepolisian 
akan menyebar babinkamtibmas ke seluruh wilayah perbatasan yang ada 




 Lihat Iin Karita Sakharina, Pengungsi dan HAM, Jurnal Hukum Internasional Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin, Volume I Nomor 2, November 2013. Hlm. 200 
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di Indonesia yang menjadi titik-titik rawan masuknya para imigran illegal 
melalui jalur tersebut.65 
Salah satu contoh wilayah rawan lalu lintas imigran gelap adalah 
Kepulauan Riau. Kepulauan Riau yang memiliki garis pantai sepanjang 
1.600 kilometer membuat mayoritas imigran gelap yang ingin masuk ke 
Riau, menggunakan jalur laut. Kendalanya, dari ribuan pelabuhan yang 
tersebar di Riau, hanya beberapa pelabuhan saja yang bisa diawasi polisi 
karena mayoritas pelabuhan merupakan pelabuhan rakyat.66 
2. Tentara Nasional Indonesia 
Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia diperkirakan lebih besar 
kemungkinan berasal dari ancaman lalu lintas penyelundupan imigran 
yang bersifat lintas negara. Oleh karena itu, kebijakan strategis 
pertahanan Indonesia yang diarahkan untuk menghadapi dan mengatasi 
ancaman imigran ilegal merupakan prioritas dan sangat mendesak. Dalam 
pelaksanaannya mengedepankan TNI dengan menggunakan Operasi 
Militer selain Perang (OMSP). TNI melaksanakan OMSP bersama-sama 
dengan segenap komponen bangsa lain dalam suatu keterpaduan usaha 
sesuai tingkat eskalasi ancaman yang dihadapi. Terhadap setiap 
ancaman dan gangguan keamanan, TNI akan senantiasa 
mengedepankan upaya pencegahan sebagai cara terbaik guna 
menghindari korban dan dampak lain yang lebih besar.67 
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Penggunaan kekuatan TNI dalam tugas OMSP diarahkan untuk 
kepentingan pertahanan yang bersifat mendesak. Tugas-tugas mendesak 
tersebut antara lain melawan terorisme, perdagangan orang, 
penyelundupan manusia, hingga penanganan terhadap serbuan arus para 
imigran yang datang dari berbagai negara. Penggunaan kekuatan 
pertahanan untuk menghadapi tugas-tugas mengatasi isu-isu keamanan 
internasional. Kerja sama pertahanan merupakan salah satu kebijakan 
strategis pertahanan yang sangat penting. Kerja sama internasional yang 
tepat akan memberi kontribusi yang tidak kecil artinya bagi keberhasilan 
penggunaan maupun pembangunan kekuatan pertahanan. Kerja sama 
pertahanan dilaksanakan sebagai bagian integral dari kebijakan luar 
negeri Indonesia. Melalui TNI kerja sama pertahanan dilaksanakan 
sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia.68 
3. Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia 
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui 
Direktorat Jenderal Imigrasi adalah merupakan garda terdepan bersama 
TNI dan Polri dalam upaya mencegah dan menanggulangi para imigran 
yang memasuki wilayah Indonesia. Imigran gelap yang menimbulkan 
salah satu permasalahan yang sangat pelik di Indonesia yang berpotensi 
dapat menimbulkan kerugian di banyak sektor, karena dengan adanya 
penyusupan imigran gelap sangat berdampak negatif bagi perekonomian, 
politik, sosial, dan beberapa persoalan yang berkaitan dengan keamanan 




nasional. Oleh karena itu dinas imigrasi di setiap daerah harus berperan 
aktif dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak TNI dan Polri agar 
selalu sigap dalam menghadapi arus imigran yang tidak tentu jumlahnya 
dari berbagai negara yang hendak memasuki wilayah Indonesia.69 
4. International Organization for Migration (IOM) 
Hubungan IOM dengan pemerintah Indonesia dimulai pada 1999 
ketika Indonesia resmi menjadi pengamat dalam dewan IOM. Sebuah 
Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada 2000 mengakui 
Hubungan yang sangat bermanfaat antara Pemerintah dan IOM dalam 
meningkatkan penanganan migrasi. Dengan hampir 240 juta orang 
tersebar di kepulauan yang terbentang 5.000 kilometer dan terdiri dari 
17.600 pulau, Indonesia merupakan negara penghasil, negara tujuan dan 
negara transit bagi migran, mengingat perbatasannya yang luas dan 
lemahnya sistem penanganan perbatasan dan imigrasi. Indonesia juga 
mengalami arus migrasi internal sebagai akibat pergerakan tenaga kerja, 
konflik dan bencana alam.70 
Membantu pemerintah menangani permasalahan yang terkait 
dengan migrasi merupakan salah satu misi inti dari International 
Organization for Migration (IOM). Bekerjasama dengan pemerintah 
nasional dan setempat, disamping dengan masyarakat internasional, dan 
sebuah jaringan luas organisasi swadaya, IOM Indonesia membantu 
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Pemerintah Indonesia mengembangkan dan melaksanakan kebijakan, 
perundang-undangan dan mekanisme administratif migrasi dengan 
memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada para pejabat migrasi 
dan membantu para migrasi yang membutuhkannya.71 
IOM Indonesia melaksanakan sebuah program kontra-trafiking 
nasional melalui kerjasama secara erat dengan badan pemerintah dan 
LSM lokal untuk memerangi bentuk perbudakan modern ini melalui 
pendekatan yang komprehensif yang mencakup pencegahan trafiking, 
termasuk pendidikan dan pemberdayaan masyarakat; perlindungan 
korban, termasuk pemulangan, pemulihan dan reintegrasi; penuntutan 
para pelaku trafiking, termasuk pelatihan pejabat penegak hukum; dan 
melalui riset.72 
IOM membantu upaya Pemerintah Indonesia untuk mengatur 
pergerakan migran gelap melalui Indonesia dan daerah pantainya. Ribuan 
orang telah ditangkap dan terdampar di Indonesia dalam perjalanannya ke 
negara seperti Australia setelah membayar uang dalam jumlah banyak ke 
penyelundup manusia. IOM menyediakan konseling, perawatan medis, 
makan dan penampungan bagi ratusan orang yang terluntang-lantung di 















A. Lokasi Penelitian  
Penelitian dilakukan di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan 
Kabupaten Pangkep, khususnya di Kantor Dinas Imigrasi dan Kantor 
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar, Kantor Polres 
Gowa, dan Kantor Polres Pangkep. Penentuan lokasi penelitian di 
dasarkan atas pertimbangan bahwa di kantor-kantor tersebut tersedia 
data yang diperlukan sebagai bahan analisis, data tersebut diperoleh 
dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan 
penyelundupan para imigran. 
Khusus di Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Gowa, berdasarkan 
hasil pra penelitian penulis di Kantor Dinas Imigrasi Makassar di dapatkan 
informasi bahwa Kabupaten Pangkep merupakan daerah yang paling 
rawan terhadap penyelundupan imigran di Sulawesi Selatan, dan Kantor 
Polres Gowa merupakan kantor yang paling banyak menangani kasus 
penyelundupan imigran di Sulawesi Selatan.  
 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam 
penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu : 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 
melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan 
permasalahan dalam skripsi ini. 
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2. Jenis Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang berasal dari peraturan 
perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, 
dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan 
menunjang dalam penulisan skripsi ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian, peneliti turun langsung ke lapangan (Kantor Dinas 
Imigrasi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM) untuk 
mengumpulkan data dengan cara : 
1. Wawancara, untuk menjaring data-data yang terkait dengan 
penyelundupan imigran illegal yang dilakukan oleh warga negara 
Indonesia, maka dilakukan wawancara dengan staf Kantor Imigrasi 
dan staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang terkait 
dengan masalah yang penulis kaji.  
2. Studi Dokumentasi, mempelajari dokumen-dokumen yang terkait 
dengan para imigran serta mengambil data-data yang terkait 
dengan penyelundupan para imigran. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik secara data primer maupun data 
sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
 
41 
E. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran mengenai proposal ini maka penulis 
menyusun bab-bab yang terdiri dari tiga bab, yang mana hubungan antara 
bab saling terkait dan merupakan satu kesatuan. 
Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 
1. Bab satu adalah pendahuluan membahas tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. 
2. Bab dua adalah tinjauan pustaka, yang memuat : Tinjauan umum 
terhadap imigran Ilegal, pengertian people smuggling, transit 
country dan transit people, gambaran Konvensi Palermo Tahun 
2000 dan Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2004, negara-
negara asal imigran yang ada di Indonesia, Australia sebagai 
negara tujuan para imigran, dan pihak-pihak terkait yang 
menangani para imigran.  
3. Bab tiga adalah metode penelitian yang memuat tentang : lokasi 
penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 
analisis data, dan sistematika penulisan. 
4. Bab empat adalah hasil penelitian dan pembahasan yang memuat 
tentang : pengaturan hukum dari konvensi palermo dan protokol 
terhadap penyelundupan imigran ilegal yang dilakukan oleh warga 
negara Indonesia, dan upaya yang harus dilakukan oleh 
pemerintah indonesia dalam mencegah dan menanggulangi 
penyelundupan imigran ilegal oleh warga negaranya. 
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5. Bab lima adalah penutup yang memuat tentang : kesimpulan dan 
saran. 























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Hukum Dari Konvensi Palermo, Protokol 
Penyelundupan Migran, dan Peraturan Nasional Terhadap 
Penyelundupan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Indonesia. 
1. Pengaturan Hukum Dari Konvensi Palermo dan Protokol 
Penyelundupan Migran 
Dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional pada upaya 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang 
terorganisasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk United 
Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional 
yang Terorganisasi) melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 
55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana 
transnasional yang terorganisasi.74 
Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
turut menandatangani United Nations Convention Against Transnational 
Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang 
Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 
Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen 
memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui 
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kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional. Walaupun 
Indonesia ikut serta menandatangani Konvensi tersebut, Indonesia 
menyatakan Pensyaratan (Reservation) terhadap Pasal 35 ayat (2) yang 
mengatur mengenai pilihan negara pihak dalam penyelesaian perselisihan 
apabila terjadi perbedaan penafsiran atau penerapan Konvensi.75 
Pokok-pokok isi konvensi76 : 
- Tujuan Konvensi 
Pasal 1 Konvensi menyatakan bahwa tujuan Konvensi ini 
adalah untuk meningkatkan kerja sama internasional yang lebih 
efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana 
transnasional yang terorganisasi. 
- Prinsip 
Pasal 4 Konvensi menyatakan bahwa Negara Pihak, dalam 
menjalankan kewajibannya, wajib mematuhi prinsip kedaulatan, 
keutuhan wilayah, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri 
negara lain. 
- Ruang Lingkup Konvensi 
Pasal 3 Konvensi menyatakan bahwa Konvensi ini mengatur 
mengenai upaya pencegahan, penyidikan dan penuntutan atas 
tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, 
dan Pasal 23 Konvensi, yakni tindak pidana pencucian hasil 
kejahatan, korupsi, dan tindak pidana terhadap proses 






peradilan, serta tindak pidana yang serius sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 2 huruf b Konvensi, yang bersifat 
transnasional dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak 
pidana yang terorganisasi.77 
- Konvensi menyatakan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan 
sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi jika 
tindak pidana tersebut dilakukan: 
a. di lebih dari satu wilayah negara; 
b. di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan 
atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di 
wilayah negara lain; 
c. di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok 
pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan 
tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau 
d. di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas 
tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain. 
 
Dilihat dari kategori suatu tindak pidana sebagai tindak pidana 
transnasional yang terorganisasi menurut Konvensi Palermo di atas, dapat 
dijelaskan bahwa penyelundupan imigran ilegal yang dilakukan oleh 
warga negara Indonesia termasuk kedalamnya, khususnya dalam poin a 
dan c, yakni : 
- Tindak pidana yang dilakukan di lebih dari satu wilayah negara; 
dan  
- Tindak pidana yang dilakukan di suatu wilayah negara, tetapi 
melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang 
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terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu 
wilayah negara. 
Walaupun dalam aturan tersebut sangatlah umum, namun yang 
lebih spesifik aturan konvensi tersebut dijabarkan ke dalam salah satu 
protokol (dari 3 protokol tambahan dari Konvensi Palermo), yakni Protocol 
against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing 
the United Nations Convention against Transnational Organized Crime 
(Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan 
Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang 
Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). 
Kewajiban Negara Pihak : 
- Konvensi menyatakan bahwa negara pihak wajib melakukan 
segala upaya termasuk membentuk peraturan perundang-
undangan nasional yang mengkriminalkan perbuatan yang 
ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 23 
Konvensi serta membentuk kerangka kerja sama hukum 
antarnegara, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik 
dalam masalah pidana, kerja sama antaraparat penegak hukum 
dan kerja sama bantuan teknis serta pelatihan; dan 
- Konvensi membuka kemungkinan bagi negara pihak untuk 
melakukan upaya pembentukan peraturan perundang-
undangan nasional untuk mengkriminalkan perbuatan yang 
ditetapkan dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 15 ayat (2). 
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Indonesia, sebagai negara anggota PBB, juga turut 
menandatangani instrumen hukum internasional yang secara khusus 
mengatur tentang penyelundupan migrant, yakni Protocol against the 
Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United 
Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol 
Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, 
Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak 
Pidana Transnasional yang Terorganisasi) sebagai perwujudan komitmen 
Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana 
transnasional yang terorganisasi, termasuk tindak pidana penyelundupan 
migran.78 
Pokok-pokok isi protokol79 : 
- Hubungan antara Protokol dan Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang 
Terorganisasi. 
Pasal 1 Protokol menyatakan bahwa Protokol ini 
melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang 
Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi dan wajib 
ditafsirkan sejalan dengan Konvensi. Dengan demikian, 
ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Konvensi berlaku 
sama terhadap Protokol ini, kecuali dinyatakan lain. Selain itu, 
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tindak pidana yang ditetapkan dalam Protokol ini juga dianggap 
sebagai tindak pidana yang ditetapkan dalam Konvensi. 
- Tujuan Protokol 
Pasal 2 Protokol menyatakan bahwa tujuan Protokol ini 
adalah untuk mencegah dan memberantas penyelundupan 
migran serta memajukan kerja sama di antara Negara-Negara 
Pihak untuk mencapai tujuan tersebut, dengan melindungi hak-
hak migran yang diselundupkan. 
- Ruang Lingkup Protokol 
Pasal 4 Protokol menyatakan bahwa ruang lingkup keberlakuan 
Protokol ini adalah upaya pencegahan, penyelidikan, dan 
penuntutan tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam 
protokol ini, yang bersifat transnasional dan melibatkan suatu 
kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, dan juga untuk 
perlindungan hak-hak orang yang menjadi objek tindak pidana 
tersebut. 
- Tanggung Jawab Pidana Migran 
Pasal 5 Protokol menyatakan bahwa migran tidak dapat dikenai 
tanggung jawab pidana karena mereka adalah objek dari tindak 
pidana yang telah ditetapkan dalam Protokol ini. 
- Kewajiban Negara Pihak 
Sesuai dengan ketentuan Protokol, setiap Negara Pihak pada 
Protokol memiliki kewajiban sebagai berikut: 
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a. menjadikan tindak pidana yang telah ditetapkan dalam Protokol 
sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan 
nasional (kewajiban kriminalisasi) [Pasal 6]; 
b. dalam hal penyelundupan migran melalui laut, setiap Negara 
Pihak wajib mempererat kerja sama untuk mencegah dan 
menekan penyelundupan migran melalui laut, sesuai dengan 
hukum laut internasional dan berupaya mengambil seluruh 
tindakan sebagaimana diatur dalam Protokol terhadap kasus 
penyelundupan migran di laut dengan memperhatikan rambu-
rambu yang telah disediakan oleh Protokol [Pasal 7 sampai 
dengan Pasal 9]; dan 
c. dalam upaya pencegahan, kerja sama, dan upaya lain yang 
diperlukan dalam memberantas penyelundupan migran, setiap 
Negara Pihak pada Protokol juga berkewajiban untuk saling 
berbagi informasi, bekerja sama dalam memperkuat 
pengawasan di kawasan perbatasan, menjaga keamanan dan 
pengawasan dokumen, mengadakan pelatihan dan kerja sama 
teknis, perlindungan dan langkah perbantuan serta tindakan 
pemulangan migran yang diselundupkan [Pasal 10 sampai 
dengan Pasal 18]. 
Oleh karena itu dilihat dari kewajiban negara pihak protokol 
(termasuk Indonesia karena telah meratifikasinya melalui Undang-Undang 
RI Nomor 25 Tahun 2009), bahwa protokol mengamanatkan untuk 
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menjadikan tindak pidana (yakni Penyelundupan migran, baik melalui 
darat, laut, dan udara) yang telah ditetapkan dalam Protokol sebagai 
tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan nasional, oleh 
karena itu Indonesia mengesahkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Keimigrasian untuk mempidanakan pelaku (warganegara 
Indonesia) yang melakukan tindak pidana penyelundupan terhadap para 
imigran (warganegara asing) yang hendak masuk ke Indonesia.80 Namun 
untuk lebih spesifik mengenai aturan yang diatur dalam Undang-Undang 
Keimigrasian tersebut yang terkait dengan penyelundupan imigran oleh 
warganegara Indonesia, penulis akan menjelaskannya pada sub bab 
berikutnya. 
Selain itu Indonesia sebagai peserta dalam protokol 
penyelundupan migran juga berkewajiban untuk mempererat kerja sama 
untuk mencegah dan menekan penyelundupan migran melalui laut, sesuai 
dengan hukum laut internasional dan berupaya mengambil seluruh 
tindakan, sebagaimana diatur dalam protokol terhadap kasus 
penyelundupan migran di laut, dengan memperhatikan rambu-rambu yang 
telah disediakan oleh protokol (Pasal 7 sampai dengan Pasal 9), oleh 
karena itu Indonesia telah menjalin kerjasama dengan negara Malaysia, 
Filipina, dan Australia untuk menekan penyelundupan migran melalui laut 
(dalam hal ini pihak TNI AL dan Polisi Perairan Indonesia yang saling 
berkoordinasi dengan aparat keamanan laut Malaysia, Filipina, dan 
                                                             
80
 http://www.sulsel.polri.go.id di akses pada tanggal 26 April 2014 
51 
Australia), mengingat ketiga negara tersebut merupakan negara yang 
berbatasan langsung dengan wilayah laut teritorial Indonesia.81 
Indonesia sebagai peserta dalam protokol penyelundupan migran 
juga berkewajiban dalam upaya pencegahan, kerja sama, dan upaya lain 
yang diperlukan dalam memberantas penyelundupan migran, setiap 
Negara Pihak pada Protokol juga berkewajiban untuk saling berbagi 
informasi, bekerja sama dalam memperkuat pengawasan di kawasan 
perbatasan, menjaga keamanan dan pengawasan dokumen, mengadakan 
pelatihan dan kerja sama teknis, perlindungan dan langkah perbantuan 
serta tindakan pemulangan migran yang diselundupkan (Pasal 10 sampai 
dengan Pasal 18). Oleh karena itu juga Indonesia bekerjasama dengan 
negara Malaysia, Filipina, dan Australia (mengingat ketiga negara tersebut 
merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah teritorial 
Indonesia) dalam hal saling berbagi informasi, bekerja sama dalam 
memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan, menjaga keamanan 
dan pengawasan dokumen, mengadakan pelatihan dan kerja sama teknis, 
perlindungan dan langkah perbantuan serta tindakan pemulangan migran 
yang diselundupkan.82 
Permasalahan migrasi manusia antarnegara pada awalnya hanya 
sebagai kegiatan migrasi yang bersifat tradisional atau konvensional yaitu 
perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain untuk mencari 
kehidupan yang lebih baik di negara tujuan. Namun dengan munculnya 






negara-negara bangsa yang memiliki kedaulatan atas suatu wilayah 
mengharuskan arus migrasi memakai pola legal. Adanya hambatan-
hambatan dalam pola migrasi legal, mendorong munculnya keterlibatan 
kelompok kejahatan lintas negara yang berupaya mengembangkan pola 
migrasi ilegal. Kelompok kejahatan ini memanfaatkan kondisi kelemahan 
ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis masyarakat kelas bawah. Pola 
migrasi ilegal yang berimplikasi munculnya masalah keamanan baru 
berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara (transnational 
crime) yang berkembang lebih jauh menjadi kejahatan lintas negara 
terorganisasi (transnational organized crime) seperti penyelundupan 
migran.83 
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, rentan 
terhadap berbagai bentuk penyelundupan, termasuk penyelundupan 
migran. Protokol Menentang Penyelundupan Migran merupakan protokol 
pelengkap terhadap Konvensi Transnasional Terorganisasi yang sudah 
berlaku sejak tanggal 28 Januari 2004. Penyelundupan migran merupakan 
salah satu bentuk kejahatan transnasional yang seringkali dilakukan 
secara terorganisir. Dengan demikian, tindakan efektif untuk mencegah 
dan memerangi penyelundupan migran melalui darat, laut, dan udara 
membutuhkan suatu pendekatan yang menyeluruh, termasuk melakukan 
perjanjian internasional mengenai kerjasama, pertukaran informasi dan 
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upaya-upaya lain yang diperlukan, baik di tingkat nasional, regional 
maupun internasional 
Dengan demikian, dalam rangka menanggulangi penyelundupan 
migran tersebut, Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) telah ikut serta menandatangani dan meratifikasi Konvensi PBB 
tentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi, berikut Protokol 
Menentang Penyelundupan Migran melalui Jalur Darat, Laut, dan Udara 
melalui Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2009. Adanya keinginan 
DPR untuk melakukan ratifikasi terhadap protokol tersebut disebabkan 
karena pada saat ini praktek penyelundupan migran antarnegara sudah 
semakin memprihatinkan dan penyelundupan tersebut dikategorikan 
sebagai tindakan kriminal. Migrasi orang dari satu negara ke negara lain 
pada dasarnya adalah hak asasi. Namun setelah antarnegara ada batas-
batasnya dan ada prosedur keimigrasiannya, maka setiap pelintas batas 
harus mengikuti prosedur hukum.84 
2. Peraturan Hukum Nasional Terkait Dengan Penyelundupan Yang 
Dilakukan Oleh Warga Negara Indonesia 
Peraturan hukum nasional terkait dengan penyelundupan yang 
dilakukan oleh warganegara Indonesia, selain di atur dalam Undang-
Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 (Ratifikasi Konvensi Palermo) dan 
Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2009 (Ratifikasi Protokol Migran) 
maka ada 2 (dua) peraturan lain yang digunakan yakni Undang-Undang 
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RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Direktur 
Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 TAHUN 2010 tentang 
Penanganan Imigran Ilegal. 
Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
mengatur mengenai penyelundupan imigran ilegal secara khusus dalam 
beberapa pasal sebagai berikut : 
Pasal 1 poin 32 mengatur bahwa “Penyelundupan Manusia adalah 
perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang 
membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi 
maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk 
membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi 
maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk 
memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau 
masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk 
memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan 
dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan 
Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”. 
Pasal 13 ayat (1) poin j mengatur bahwa “Pejabat Imigrasi menolak 
Orang Asing masuk Wilayah termasuk Indonesia dalam hal orang asing 
tersebut dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan 
orang, dan penyelundupan manusia”. Sedangkan ayat (2) dalam pasal 
tersebut mengatur bahwa “Orang Asing yang ditolak masuk sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan sementara 
menunggu proses pemulangan yang bersangkutan”. 
Sedangkan bagian Keempat dalam Undang-Undang Keimigrasian 
mengatur tentang Penanganan terhadap Korban Perdagangan Orang dan 
Penyelundupan Manusia, yang dirumuskan dalam : 
Pasal 86 
Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak 




(1) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang 
berada di Wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah 
Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan. 
(2) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlakuan 
khusus yang berbeda dengan Detensi pada umumnya. 
 
Pasal 88 
Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengupayakan 
agar korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang 
berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke negara asal 
mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak 
memilikinya. 
 
Pasal 89 ayat (3) mengatur tentang upaya represif dilakukan 
dengan: 
a. penyidikan Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana 
perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia; 
b. Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap pelaku tindak 
pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia; dan 





(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan 
mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan 
membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara 
terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan 
orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, 
baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak 
memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia 
atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah 
negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk 
memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan 
menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau 
tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui 
pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena 
Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 
5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus 
juta rupiah). 
(2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan 
Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
 
Sedangkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-
1489.UM.08.05 TAHUN 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal hanya 
mengatur sebanyak 8 pasal, pasal-pasal tersebut yakni sebagai berikut : 
Pasal 1 
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Imigran ilegal adalah orang asing yang masuk ke dan atau 
berada di wilayah Indonesia tidak sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
2. United Nation High Commissioner for Refugees yang 
selanjutnya disebut sebagai UNHCR yang berkedudukan di 
Indonesia adalah Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa 
untuk Pengungsi yang memberikan perlindungan dan bantuan 
kepada pengungsi dan pencari suaka berdasarkan 





(1) Imigran ilegal yang saat diketahui berada di Indonesia, 
dikenakan tindakan keimigrasian. 
(2) Dalam hal imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyatakan keinginan untuk mencari suaka dan/atau karena 
alas an tertentu tidak dapat dikenakan pendeportasian, 
dikoordinasikan dengan organisasi internasional yang 
menangani masalah pengungsi atau UNHCR untuk penentuan 
statusnya. 
Pasal 3 
(1) Imigran ilegal dapat tidak dipermasalahkan status izin 
tinggalnya selama berada di Indonesia dalam hal: 
a. telah memperoleh Attestation Letter atau Surat Keterangan 
sebagai pencari suaka; 
b. berstatus sebagai seseorang yang berada di bawah 
perlindungan UNHCR; atau 
c. berstatus sebagai pengungsi dari UNHCR. 
(2) Terhadap Imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat ditempatkan ditempat tertentu dengan fasilitas organisasi 
internasional fasilitasi organisasi UNHCR dan wajib dilaporkan 
keberadaannya oleh UNHCR kepada Direktur jenderal Imigrasi: 
a. dapat ditempatkan ditempat tertentu dengan internasional 
yang menangani masalah pengungsi atau UNHCR sambil 
menunggu penentuan statusnya; dan 
b. wajib dilaporkan oleh UNHCR kepada Direktur Penyidikan 
dan Penindakan Keimigrasian. 
(3) Penempatan imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) : 
a. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan mengisi surat pernyataan yang formatnya sebagaimana 
tercantum dalam lapiran Peraturan Direktur Jenderal ini; dan 
b. Pengawasan penempatannya menjadi tanggung jawab 
Kepala Kantor Imigrasi setempat. 
 
Pasal 4 
(1) Imigran ilegal yang ditolak permohonan suakanya dan telah 
ditutup kasusnya oleh UNHCR wajib dilaporkan oleh UNHCR 
kepada Direktur Jenderal Imigrasi. 
(2) Terhadap Imigran Ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 






(1) Dalam hal imigran ilegal memperoleh Attestation Letter atau 
Surat Keterangan sebagai pencari suaka atau sebagai 
seseorang yang berada di bawah perlindungan UNHCR atau 
mendapatkan status pengungsi dari UNHCR yang tidak 
berkedudukan di Indonesia, dikenakan Tindakan Keimigrasian. 
(2) Dalam hal imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
karena alasan tertentu tidak dapat dikenakan tindakan 
keimigrasian, untuk dikoordinasikan dengan organisasi 
internasional yang menangani masalah pengungsian dan/atau 
UNHCR. 
Pasal 6 
Segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat tinggal dan 
biaya hidup imigran ilegal selama dalam proses atau berada di 
bawah perlindungan UNHCR, tidak menjadi beban/tanggungan 
Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, 
atau Direktorat Jenderal Imigrasi. 
 
Pasal 7 
Kepala Divisi Keimigrasian atau Kepala Kantor Imigrasi 
dalam rangka pengawasan terhadap keberadaan imigran illegal 
wajib melakukan pencatatan dan pelaporan secara periodik setiap 
bulan data kualitatif dan kuantitatif kepada Direktur Penyidikan dan 
Penindakan Keimigrasian.  
 
Pasal 8 
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku sejak 
ditetapkan. 
 
Seiring dengan jumlah pencegatan (intersepsi) imigran yang 
diselundupkan, jumlah tersangka kasus penyelundupan manusia, jumlah 
tertuduh dalam kasus penyelundupan, sebagai konsekuensi dari 
munculnya alat penegakan hukum dan alat penuntutan yang baru dan 
berharga ini tantangan bagi pemerintah dan aparat penegak 
hukumnyapun menjadi semakin kompleks.85 
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Keempat aturan inilah (Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009  
tentang Ratifikasi Konvensi Palermo dan Undang-Undang RI Nomor 15 
Tahun 2009 tentang Ratifikasi Protokol Migran, Undang-Undang RI Nomor 
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Direktur Jenderal 
Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 TAHUN 2010 tentang Penanganan 
Imigran Ilegal) yang dijadikan dasar bagi pihak Kepolisian Perairan, TNI 
Angkatan Laut, dan Dinas Imigrasi di setiap daerah di Indonesia, guna 
memproses para penyelundup imigran ilegal yang dilakukan oleh 
warganegara Indonesia. 
Berikut penulis akan uraikan jumlah dan kondisi imigran yang ada 
di Makassar berdasarkan data dari Kantor Dinas Imigrasi Makassar : 
Tabel 1 




AFG : imigran asal Afghanistan; 
BGD : imigran asal Bangladesh; 
LKA  : imigran asal Sri Lanka; 
ERI : imigran asal Eritrea; 
ETH : imigran asal Ethiopia; 
IRN : imigran asal Iran; 
IRQ : imigran asal Iraq; 
SDN : imigran asal Sudan; 
KWT : imigran asal Kuwait; 
MMR : imigran asal Myanmar; 
PAK : imigran asal Pakistan; 
PSE : imigran asal Palestina; 
SOM : imigran asal Somalia. 
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Berdasarkan tabel 1 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa ada 
1.181 (seribu seratus delapan puluh satu) imigran yang di tempatkan di 17 
(tujuh belas) lokasi di Makassar yang di tangani oleh Dinas Imigrasi 
Makassar. Dinas Imigrasi Makassar menampung mereka dari berbagai 
daerah yang berhasil di tangkap oleh aparat kepolisian, baik yang di 
tangkap di daerah Sinjai, Bulukumba, Takalar, Gowa, dan Pangkep.86 
Dalam menangani para imigran, dan menindak para agen penyelundup, 
maka Dinas Imigrasi Makassar bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi 
Sulawesi Selatan, Kepolisian, TNI AL, Kejaksaan, dan pihak pengadilan.87 
Kenyataan di lapangan berdasarkan hasil observasi singkat 
penulis, dapat di jelaskan bahwa Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 
2009  tentang Ratifikasi Konvensi Palermo dan Undang-Undang RI Nomor 
15 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Protokol Migran, Undang-Undang RI 
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Direktur 
Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 TAHUN 2010 tentang 
Penanganan Imigran dan agen penyelundup digunakan sebagai dasar 
pembentukan juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) 
kerangka kerja bagi Dinas Imigrasi Makassar dan Kepolisian Daerah 
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, hal tersebut dapat dibuktikan 
dengan diterbitkannya buku Petunjuk Operasional Penanganan Tindak 
Pidana Penyelundupan Manusia bagi Kepolisian Negara RI, IOM, 
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Kementerian Hukum dan HAM RI, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah 
Agung. 
Mengenai prosedur pelaksanaan penangkapan, penyelidikan, 
penyidikan, sampai dengan P21 (berkas kepolisian dinyatakan lengkap) di 
kejaksaan terkait dengan penyelundup para imigran, ke-empat aturan 
tersebutlah (Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009  tentang Ratifikasi 
Konvensi Palermo dan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2009 tentang 
Ratifikasi Protokol Migran, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Keimigrasian dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-
1489.UM.08.05 TAHUN 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal) yang 
digunakan sebagai dasar dalam menjerat para penyelundup agar 
selanjutnya dapat di hukum.88          
 
B. Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Indonesia Dalam 
Mencegah Dan Menanggulangi Penyelundupan Imigran Ilegal 
Oleh Warga Negaranya. 
1. Upaya Pencegahan 
 Pertemuan Tingkat Menteri ke-5 Bali Regional Ministerial 
Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons, and Related 
Transnational Crime (Bali Process)  yang berlangsung di Bali, 1-2 April 
2013 telah di-selenggarakan dengan sukses dan dihadiri oleh sekitar 200 
delegasi dari 40 anggota dan delapan peninjau (observer) Bali Process. 
Dua belas Menteri dari sebelas negara dan sejumlah Wakil Menteri hadir 
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pada pertemuan kali ini. Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa dan 
Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr, sebagai Ketua Bersama telah 
 memimpin Pertemuan Tingkat Menteri ke-5 Bali Process tersebut. Kedua 
Menlu menyambut baik bergabungnya tiga anggota baru Bali Process, 
yaitu Amerika Serikat, Persatuan Emirat Arab dan Badan PBB Untuk 
Urusan Obat-obat Terlarang dan Kejahatan (United Nations Office on 
Drugs and Crime / UNODC). Sebelumnya status ketiga anggota ini adalah 
peninjau.89 
Menlu Natalegawa menjelaskan keberadaan Bali Process sebagai 
forum satu-satunya di dunia yang bisa mempertemukan negara-negara 
kawasan dan organisasi internasional terkait untuk membicarakan isu-isu 
penyelundupan manusia dan perdagangan orang dan kejahatan lintas 
negara. Selain itu yang penting dari adanya forum Bali Process, Menlu 
menekankan, adalah adanya pertemuan kepentingan dari negara asal, 
negara transit dan negara tujuan Meskipun telah dilakukan sejumlah 
upaya keras, para anggota Bali Process masih dihadapkan pada berbagai 
tantangan pelik masalah penyelundupan manusia dan perdagangan 
orang. Mengatasi akar permasalahan migrasi irregular di kawasan 
merupakan kunci utama. Kerjasama mutlak diperlukan untuk mengatasi 
akar permasalahan yang bersifat rumit, multi-dimensi dan memiliki banyak 
lapisan.90 
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Salah satu elemen kerjasama penting yang perlu terus ditingkatkan 
adalah penegakan hukum, diantaranya dengan  menghubungkan Bali 
Process dengan lembaga peningkatan sumber daya manusia penegak 
hukum. Selain itu juga dinilai perlu untuk mengembangkan suatu panduan 
(guidelines) untuk membantu negara-negara terkait dalam menghadapi 
tanta-ngan yang dimunculkan oleh migrasi iregular. Penanganan masalah 
migrasi iregular dilakukan menggunakan tiga pendekatan, yakni 
pencegahan, deteksi dini, dan perlindungan. Negara-negara anggota Bali 
Process sepakat untuk meningkatkan upaya pencegahan, baik secara 
sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Negara-negara asal, transit dan 
tujuan memiliki tangung jawab yang sama untuk mencegah kejahatan 
penyelundupan manusia dan perdagangan orang.91 
Metode paling sederhana bagi pencegahan penyelundupan 
manusia adalah melalui kampanye peningkatan kesadaran masyarakat. 
Negara asal harus melakukan kampanye peningkatan kesadaran untuk 
meningkatkan ketahanan masyarakatnya terhadap bahaya yang 
dimunculkan oleh penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Di 
samping itu, negara asal juga harus memastikan bahwa faktor pendorong 
terjadinya migrasi iregular tersebut dapat ditekan melalui peningkatan 
kesejahteraan dan keamanan masyarakat mereka. Negara transit memiliki 
peran untuk mencegah adanya perantara yang memungkinkan terjadinya 
migrasi iregular ini. Masyarakat harus disadarkan bahwa keterlibatan 




dalam penyelundupan manusia dan perdagangan orang adalah tindakan 
kriminal dan melanggar hukum.92 
Sementara negara tujuan memiliki tanggung jawab untuk 
menghilangkan faktor penarik bagi para imigran gelap ini. Mereka juga 
dapat memberikan bantuan kepada negara asal untuk mengembangkan 
kekuatan sosial ekonomi masyarakat negara asal. Deteksi dini akan 
memungkinkan negara-negara asal, transit dan tujuan untuk mengambil 
langkah-langkah sesuai yang lebih baik. Mekanisme deteksi dini yang 
mumpuni akan memberikan kemampuan bagi negara asal untuk 
mengetahui sejak dini bibit-bibit masalah yang mendorong terjadinya 
migrasi iregular. Hal ini akan memberikan mereka kesempatan untuk 
melakukan pencegahan. Pendekatan perlindungan korban penyelundupan 
orang juga perlu dikedepankan. Untuk itu, peningkatan kapasitas aparat 
penegak hukum mutlak diperlukan, utamanya untuk membantu mereka 
melakukan identifikasi dan mengambil langkah hukum yang sesuai untuk 
mengatasi masalah penyelundupan manusia.93 
Peran kalangan masyarakat madani dalam setiap upaya 
pemberantasan penyelundupan manusia dan perdagangan orang, 
khususnya dalam fase pencegahan dan deteksi dini serta dalam 
membantu reintegrasi para korban kembali ke masyarakat, sangatlah 
penting. Penguatan kerangka hukum nasional negara anggota Bali 
Process untuk mengkriminalisasi penyelundupan manusia dan 
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perdagangan orang juga merupakan elemen lain yang juga sangat 
penting. Respon hukum yang kuat terhadap kejahatan ini diyakini akan 
menjadi penggentar bagi para pelaku kejahatan. Untuk itu, mandat telah 
diberikan kepada Bali Process Regional Support Office (RSO) untuk 
mengembangkan panduan yang dapat membantu pengambil kebijakan 
dan praktisi untuk mengkriminalisasi penyelundupan manusia dan 
perdagangan orang. Bali Process RSO yang didirikan di Bangkok pada 
bulan September tahun 2012 juga ditugaskan untuk mengembangkan 
program dan modul pelatihan bekerjasama dengan Jakarta Centre for Law 
Enforcement Cooperation (JCLEC) di Semarang.94 
Bali Process telah menjadi suatu proses konsultasi kawasan yang 
penting dalam mempererat kerjasama antar anggotanya dalam mengatasi 
masalah migrasi iregular. Sebagai Ketua Bersama dengan Australia, 
Indonesia selalu berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama tersebut 
dan untuk mewujudkan tujuan utama Bali Process, yaitu untuk 
menghapuskan kejahatan terkait migrasi irregular.95 
Namun adakalanya seorang penyelundup imigran yang memasuki 
wilayah Indonesia, bukan hanya dari kalangan warga negara Indonesia, 
tetapi melibatkan penyelundup yang berkewarganegaraan asing. Kantor 
Kepolisian Resort Kabupaten Gowa bekerjasama dengan masih 
Kepolisian Resort Kabupaten Sinjai memburu seorang pelaku Muammar 
yang diduga menjadi otak penyelundupan para imigran yang kapalnya 
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tenggelam di lepas pantai di Sinjai. Kepala Divisi Humas Pores Gowa 
mengatakan pelaku (Muammar) diperkirakan adalah warga negara India 
yang mengatur seluruh proses keberangkatan para imigran ke Australia. 
Sebelumnya polisi telah menangkap empat orang yang diduga terlibat 
dalam upaya pemberangkatan para imigran yang berasal dari Iran, Sri 
Lanka dan Afghanistan. Dari keterangan para tersangka, pelaku 
penyelundup (Muammar) ini katanya memiliki kewarganegaraan India. Dia 
mengkoordinir empat orang ini dan ada beberapa lain termasuk 
menyiapkan sampan. Jadi tokoh sentralnya memang Muammar."96 
Polres Gowa juga menjelaskan kelompok ini menyiapkan semua 
kebutuhan dan persiapan para imigran tersebut, mulai dari menentukan 
tempat tinggal sementara hingga menentukan lokasi pemberangkatan 
serta alat tranportasi yang digunakan untuk mengangkut mereka. 
Beberapa imigran yang selamat mengatakan bahwa mereka harus 
mengeluarkan uang sebesar US$6000 hingga US$7000 untuk bisa 
diseberangkan ke Australia. Mereka mengaku sempat tinggal selama 
kurang lebih satu bulan di Indonesia sebelum mengikuti perahu yang akan 
membawa ke Australia.97 
Semua pemeriksaan terhadap kapal sarana penyelundupan 
manusia dapat mengakibatkan resioko terhadap personil tim pemeriksa 
karena terkadang situasi dan kondisi baik kapal yang akan diperiksa 
maupun faktor alam mempengaruhi resiko yang dihadapi tim pemeriksa, 
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belum lagi bila di atas kapal terdapat tindak pidana ikutan lainnya. 
Penentuan tingkat resiko dibuat untuk menentukan cara bertindak dalam 
mengantisipasi kemungkinan resiko yang akan terjadi.98 Oleh karena itu 
setiap personil pemeriksa (baik dari pihak kepolisian perairan, maupun 
TNI Angkatan Laut) harus selalu siap terhadap segala resiko yang terkait 
dengan pekerjaannya guna mencegah terjadinya penyelundupan 
manusia. 
2. Upaya Penanggulangan 
Menlu Australia Bob Carr mengatakan, 37 negara telah sepakat 
untuk mempidanakan penyelundup manusia dan bekerja sama 
menumpas trafficking manusia dalam forum internasional di Bali. Untuk 
mencegah pencari suaka dan imigran menempuh perlayaran berbahaya 
ke Australia, pemerintah Australia menginginkan kerjasama regional lebih 
baik untuk tumpas jaringan penyelundup manusia. Konferensi tingkat 
menteri Bali Process dimulai dengan seruan Menlu RI, Marty Natalegawa, 
bagi upaya pencegahan dan penanggulangan lebih baik untuk 
menghentikan penyelundupan dan trafficking manusia.99 
Menlu Australia, Senator Carr, yang menghadiri forum itu bersama 
Menteri Imigrasi, Brendan O'Connor, mengatakan dalam sidang tertutup 
bahwa 37 negara yang hadir sepakat untuk menunjuk suatu organisasi 
penegak hukum dan pelatihan untuk mengkoordinir penumpasan 
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penyelundupan manusia. "Di antara komitmen yang telah disepakati 
adalah mengenai kriminalisasi penyelundupan manusia," kata Senator 
Carr. Sebelumnya, Senator Carr mengatakan, negara-negara lain perlu 
membantu dengan penegakan hukum dan perlindungan perbatasan. 
"Tidak ada satu negara yang bisa menanggulangi masalah ini 
sendirian".100 
Pemerintah Australia mengumumkan, lebih dari seribu orang 
pencari suaka tiba di Australia sejak awal minggu lalu dan diperkirakan 
jumlah kapal yang datang akan meningkat drastis. Partai Hijau 
menyerukan agar pemerintah Australia menerima lebih banyak pengungsi 
langsung dari Indonesia sementara para menteri senior sedang berada di 
Bali. Akan tetapi juru bicara oposisi bidang imigrasi, Scott Morrison, 
mengatakan hal itu akan menimbulkan risiko. "Salah satu masalah kalau 
Australia meningkatkan penerimaan pengungsi dari Indonesia, dan 
kekuatiran ini sudah dikemukakan sendiri oleh pemerintah Indonesia 
dalam beberapa kesempatan, adalah hal itu menciptakan magnet bagi 
para pencari suaka untuk datang ke Indonesia,".101 
Ia juga menyatakan kembali seruan agar kebijakan yang diterapkan 
di bawah pemerintah Howard dikembalikan. Akan tetapi Morrison 
menyambut baik pembentukan suatu kelompok kerja baru. Direktur 
Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementrian Luar Negeri 
Indonesia, Febrian Ruddyard, yang berperan sebagai salah seorang 






fasilitator Bali Process, mengatakan kepada Radio Australia, kelompok 
kerja ini akan memberikan forum untuk secara fokus membahas trafficking 
in person secara lebih terstruktur dan berkesinambungan. "Working group 
ini merupakan forum bagi negara-negara untuk memiliki kesamaan 
pandang dan memahami masalah yang akan dihadapi negara lain di 
bidang trafficking in person dan sepakat untuk melakukan tindakan yang 
sifatnya konkrit ke depan".102 
Bali Proses ini sifatnya sukarela dan tidak mengikat, yang 
didasarkan pada kesamaan pandang, sementara pesertanya beragam.  
"Kalau biasanya hanya melibatkan negara tujuan saja, kita justru 
melibatkan semuanya: negara tujuan, negara transit, dan negara asal. 
"Konsekuensinya adalah kita harus bekerja keras untuk mencapai posisi 
bersama", kesamaan pandang ini akan berujung pada harmonisasi 
kebijakan. Tapi ia mengatakan kelompok kerja ini jangan dipandang 
sebagai satu badan yang bisa mengambil keputusan, melainkan ini lebih 
merupakan suatu forum untuk "saling memahami kondisi di negara 
masing-masing dan bisa mengeluarkan suatu inisiatif".103 
Kerjasama Indonesia-Australia. Indonesia dan Australia akan 
melakukan langkah tambahan untuk mencegah aksi penyelundupan 
manusia dari sejumlah negara menuju Australia.104 Persoalan 
penanganan kasus penyelundupan manusia ini menjadi salah satu hal 
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yang dibahas dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia 
Marty Natalegawa dengan Menteri Luar Negeria Australia, Kevin Rudd. 
Marty mengatakan, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama 
pencegahan aksi penyelundupan manusia. "Kita membahas secara umum 
tantangan untuk mengatasi persoalan penyelundupan manusia, tadi 
secara khusus kami mengidentifikasi perlunya dijabarkan flow atau arus 
masuknya aksi penyelundupan manusia sehingga bisa mengambil 
langkah-langkah operasional untuk mencegah dan mengatasinya".105 
Kejelasan pola penyelundupan menurutnya akan membuat 
Indonesia bisa berkerjasama dengan negara asal tempat asal para 
pencari suaka. Marty mengatakan kerjasama dengan Australia selama 
sepuluh tahun terakhir untuk mengatasi persoalan penyelundupan 
manusia telah membuahkan sejumlah hasil seperti kerjasama tukar 
menukar informasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Pemerintah 
Australia sejauh ini juga telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah 
negara asal para pencari suaka untuk mengatasi kasus penyelundupan 
manusia.106 
Di Sulawesi Selatan sendiri, data penegakan hukum 
penyelundupan manusia yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian Daerah 
Sulawesi Selatan dan Barat adalah sebagai berikut107 : 
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Tabel 2 
Data Penegakan Hukum Penyelundupan Manusia Oleh Kepolisian Daerah 
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 








54 50 Afganistan 
dan 4 
Pakistan 
Yopi (DPO) Lidik 
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2013 
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Lokana Bin H. 








17 Iran - Lidik 
4. Juni 
2013 
23 Afghanistan - Lidik 
5. Juli 
2013 



















Menurut Ibu Komisaris Polisi Jamila negara yang paling dominan 
asal para imigran yang masuk ke wilayah Sulawesi Selatan adalah 
Afghanistan, sepanjang tahun pasti selalu ada yang berasal dari sana. 
Kemudian terdapat juga beberapa negara lain seperti Sri Lanka, Iran, 
Myanmar, Sudan, dan Pakistan. Kebanyakan dari mereka menuju ke 
Australia, selain itu juga New Zealand menjadi negara tujuan mereka, dan 
Indonesia hanyalah dijadikan sebagai negara transit saja.108 
Selain itu yang masih perlu dilakukan (yang saat ini belum ada), 
dalam mencegah dan menanggulangi para imigran yang masuk ke 
Indonesia adalah patroli lintas laut harus digalakkan. Selain itu, 
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mengadakan sosialisasi mengenai penanganan imigran ilegal di daerah 
pesisir pantai, khususnya kepada para nelayan. Kemudian juga dibentuk 
Satuan Tugas (Satgas) People Smuggling, pengajuan pembentukan 
satgas ini sudah di ajukan sejak 2010, namun belum terealisasi hingga 
saat ini.109 
Sedangkan gambaran proses (sesuai kewenangan yang dimiliki 
oleh pihak kepolisian) dalam menangani para imigran atau agen 
penyelundup yang tertangkap adalah para imigran dan agen/penyelundup 
awalnya ditangkap pada saat baru berlabuh, petugas/aparat setempat 
menangkap mereka, kemudian membawa para imigran ke pihak imigrasi. 
Sedangkan agen/ penyelundupnya ditangani oleh pihak kepolisian. 
Namun yang menjadi kendala dalam pengungkapan kasus ini sangat sulit, 
karena jaringan smuggler merupakan jaringan yang terputus.110 
Sedangkan dari pihak imigrasi, Bapak Muhammad Bakri 
menjelaskan bahwa pihak imigrasi bekerjasama dengan Pemerintah 
Provinsi dan jajarannya, seperti pada tingkat kota, kabupaten, camat, dan 
lurah. Kemudian juga dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 
Kepolisian, TNI AL, Kejaksaan, Pengadilan, dan Dinas Kesehatan dalam 
menangani para imigran yang masuk ke Indonesia.
111
 dan saat ini yang 
masih perlu dilakukan adalah koordinasi dengan beberapa instansi terkait 
harus lebih baik. Kemudian juga pengawasan dan penjagaan harus lebih 
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di perketat. Selain itu, perlunya sosialisasi dan penjagaan di daerah yang 
rawan tempat berlabuhnya para imigran ilegal.112 
Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Dinas 
Imigrasi Makassar adalah proses penanganan para imigran merupakan 
kasus pidana umum, dan pihak imigrasi hanya sebagai saksi ahli (sebatas 
memberikan keterangan) dalam penanganan kasus penyelundupan 















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :     
1. Pengaturan hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 
2009  tentang Ratifikasi Konvensi Palermo dan Undang-Undang 
RI Nomor 15 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Protokol Migran, 
Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-
1489.UM.08.05 TAHUN 2010 tentang Penanganan Imigran 
Ilegal, yang dijadikan dasar bagi pihak Kepolisian Perairan, TNI 
Angkatan Laut, dan Dinas Imigrasi di setiap daerah di 
Indonesia, guna memproses para penyelundup imigran ilegal 
yang dilakukan oleh warganegara Indonesia. Dimana bagi para 
penyelundup dan percobaan melakukan penyeludupan 
diberikan hukuman yang sama, yakni sanksi pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu 
miliar lima ratus juta rupiah). 
2. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam 
mencegah dan menanggulangi penyelundupan imigran ilegal oleh 
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warga negaranya yakni patroli lintas laut harus digalakkan. Selain 
itu, mengadakan sosialisasi mengenai penanganan imigran illegal 
di daerah pesisir pantai, khususnya kepada para nelayan. 
Koordinasi dengan beberapa instansi terkait harus lebih baik. 
Kemudian juga pengawasan dan penjagaan harus lebih di perketat. 
Selain itu, perlunya sosialisasi dan penjagaan di daerah yang 
rawan tempat berlabuhnya para imigran illegal. 
 
B. Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut :   
1. Diharapkan kepada pemerintah, khususnya pihak kepolisian agar 
segera dibentuk Satuan Tugas (Satgas) People Smuggling, guna 
untuk memaksimalkan kerja-kerja kepolisian perairan khususnya 
dalam mencegah dan menanggulangi penyelundupan imigran ilegal 
yang dilakukan oleh warganegara Indonesia. 
2. Diharapkan kepada masyarakat, khususnya bagi para nelayan, 
agar tidak tergiur dalam melakukan penyelundupan imigran secara 
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